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Indentitas PeEohon/ Penangung Jawab
a. WNI : Ikrtu Tanda Penduduk (KTB dan NP$,rP Fotokopi)
b. WNA : Ibrtu Kartu Izi! Tlnggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
(Fotokop0

Jika dikuasaker
surat kuasa tli atas kertas bermaterai RP 6.000 dan I<TP orang yang diberi

5

Jika Badan Hukum / Badan Usaha
a- A.ka pcndirian dan pcrubahan (I(antor Arsat dan Kantor Cabang, jil<a adal
(Fotokopi)
b. SK pengesahan penditian dan pembshaD (Fotokopi) yang diketuarkan oleh

c. KeBenkunham, jika PI dan Yayasan
al. KeEentrian, jika Kop€rasi
e. Petrgadilan Negeri, jika CV
f. NI'wP Badan Hukum (F'otokoPi)

Jika LeEbaaa/SKPD/ BUMN / BrrMD
a. Surat Kepiuiusan (SK Pendirian Badan Usaha dati Instansi Pemerintah

apabiLB merupakatt
BUMN/BUMD
b. SK PeDgangkatan peD€ngguogjawab dari SKPD
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Bulti Kepemilikan Tanah
a. sertitrkat tanah; Fotokopi sertipikat Hak Milik/sertipikat Hak Guna

Bangunan/ScrtipiLat Hsk Pa.l<ai /Sertipilcat Hak Fengelolaan' disertai laopiran
gambar situasi lahan yang uhrh d€n jelas, apabila terdapat perbedaan antara

iaoa pemohon dengan ya!8 tertera pada Sertipikat tanah makl dilampirk'elr

A.fB oiaksilnal 2 kati pergantian kepemilika!)' atau alda pedanjian kerjasama

notarial atau sejedsoYa-
b. Bila kepem ilan tanah bempa surat girik harus dilengkapi deogarl peta ukur
uotuk menunjukkan letak dart ukurart kavling dan hanya dapat diperguneksn
Dada oerEohona! ba[gunan geduog rLmah tinggal dan harus ElelaDpirkan
surat pemyataan bahwa tanah yang <likuasai dan/atau dirniliLi tjdak datsm

sengfita a-arl pemohoD diketahui oleh DatokseteEpat (untuk penguasaan frsik

tanah barus di tahun vang ss.Ea). (Folokopi yarg di legslisasi)

c. surat kavting dari Pemerintah Kabupaten melalui Bupati atau instansi lain
yang ditunjuk Bupati dan diketahui oleh ilstansi ya!8 berwenang dan harus

oelimpirkan surat pernyataan ba.hura tansh yang dikuasai daa/atau di'liliki
tidak dalas sengketa dari pemohon diketahui oleh Datok setempat'

d. Surat Xepuhrsan Peoberis, Hak Pena8unea, Atss Tansh oleh pejabat yang

berwenang dari hstaosi pemerintah yang mertguasai tanah ters€but
e. Surat [rsetujuaa/PenuDjukaD Bupati untuk bangunan gedung bersifat

sementara, barglrn€! gedung di tas/bawah prasarana, banguqan Sedung di
atrs/hawih ai arerr htilprrnefl '.rh}fl! 

khrrsr!. darl fl?namt,rrnlart 'Ffn"nlna:
Bulti pembayarai Pajak BuEi dan Batrgunan (PtsB) tahun terakhir sebeluE
atuh tempo (Fotokopi)7

a
Garrtbar Reocana Ba[gunaD yang memuat Sambar delah, ta,!pak, potongaa

dan detail kootruksi bangunan rangkap 3 (tiga);

PerhitungaD Kontruksi untuk bangunan yang Eenurut penilaian teldris
dianggap perlu;

t0 Buki Ret ibusi lMB;
usahtukun IMB temterdekat a;btidak beratanerke patu/argaSurat pernyataartI1

Rekodendasi Tetqtis dari Dinas Telrtis untuk usaha tertentu.t2
lain13

l4 KHUSUS PERMOHONAN IZIN BANGUNAN TERTENTU YANG DTANGGAP PERLU

PERIIMBANGAN TEKNIS, TIARUS DILENGKAPI DENGAN :

a-Cambar situasi, petikan dati peta terperinci yang disahlaa oleh Kepah Dines
Pekedaan UmuD da! Perumahan Ralqlat Nabupatetr Aceh TamiDg;

b.surat keterangan: Andatali[ dari Dioas Perhubungan, SPPL/UrL-
UPLIAMDAL, P"rtiobanga.n Tehris Pertarahsn [PP-D dari BPN;

c.Gsobar da! perhitungan instansi serta perleuSkapan balgunan;
d.surat lzia Bekerja perencaoaan arsite!.hrr;
e.Surat lzii Bekerja perencartaa! konttuksi;
f-Surat Izitl pe6borolAa! pekerjaen;
g.Hasit peoyelidikan tanah untuk baDgunan 3 tilgkat atau lebih (contoh to*'er
< t);
h.RekoDendasi d6ri TKPRD/Dinas Pt PR tentang lokasi, peruntukal tanah datt
kcsesuaian tata ruaat;
i.Surat pemyataan kesangguPaD menyediakan fasilitas uEum dan fasilitas
sosial untuk pemohon peruEahan

Persj'arat n Pclalmnan
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A. IfumponeD Standar PetayanaD yong terkait dengon proses penyaripaia! pelayanan (Service Delivery) meliputi :
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I
2

I
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B. Komponen Standar PeLayanan yang terkait dengan pios€s pelayana! di internal organisasi (Manufacturirgl Eeliputi

Modal
Satu Pintu

T(.t

ATAIDIR DIIAYATAI( f,o. Dolu.oe! : Oa/16/03

kJiEEt
Irdn U6!h. Itko ODrt trrru.torrf

f,o EOXPIOIII I'RAIAII
I Undang-Undang NoDor 11 Tahuo 2006 tentang Pemcrintahan Aceh;

2

Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentaqg Pemerintahan Daerah
sebaSaimena telah diubah beberapa kali, t€rakhir dcngan Undang-Undang
NoEor 9 Tahun 2015 tentang Perubahart Kedua atas Undang-Undarg Nomor 23
Tahun 2Ol4 Tentang Pemerirtahan Daeral;
Peratura! Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengaoalan Sediaan
FarEasi dan Alat KesehataD;

4
Peraturan PeEerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Bcrusaha Terintegrasi Serara Elektronik;

5
Peratu.a, PerreriDtatr No@o. 5 tahua 2027 tente,)g PeDyelengg araan PeriziDa,f
Berus€ha Bcrbasis Resiko

1 Dasa-r Hukum

6
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan
Usaha Obat T.adisional;

I Gedung Xarttor
2 Ruang Thnggu
3 Ruang Pelayanan
4 S€perangkat KoEputer + ff
5 Alat Tulis
6 Meja darr Kur:si
7 Kotak pcngaduan/ sara!
8 Kalkulator
I Papar! Irformasi
10 Papan Mckanisioe Pelaya nan
11 Booklet/ Brosur
t2 Kendaraan Operasional
13 Telepon/Fax
11 Booklet/ Brosur
12 Kendaraan Operasiooal

Sarana/ hasarara atau
Fasilitas

l3 Telcpon/Fax

,

Pengetahualr
l. Memahami Pcraturan yan8 terkait dengan Izin Usaha Mibo Obat Tradisional
lzin Usaha Mikro Obat Tradisioml
2. Memiliki latar bela.kang pendidikan D3/S1
3. SDM sudah dibekali dengan Diklat/ Bimbingan Telrnis Perizinan

I

tr AllrD
1 . XoruuttiLatif
2. Kcatabilan Emosi
3. Ramah
4. Ketelitian
5. Kejujuran
6. Responsif
7. KerjasaEa
8. Disiplin
9. Sopan SantuE

fGt.sraD|lr!
Mampu mclakukan komunikasi yang baik dan mempunyai was'asan yang luas

3 Komp€tensi Pelalsana

Itr

I Pengawasan secara berjenjang4 Pengavrasan Intemal
2 Dilakukatl sistcm pcDgendatian intema.l pcmcri[tah dafl pengawasan tungsional

inspcktorat
5 s.d 8 orangJuolah Pelaksana
Pelayanan dilaksana.ka! scsuai Standar Peliayanan6 Jaminan Pelayanal
Upaya meBberikan p€tayanan perizinsn dan oon perizinan yanS Eudah, cepat dan
n\etoualkan lcsuai atDdar

7 Jaminan kca.Eanan dan
Kclalamatari Pelayanarr

8 Evaluasi Kinetja Pels}sana Dilaksanakan secara

Kabupaten
Da,r Pelayaltan
Kepala Diaas
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